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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     284    TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 417 TAHUN 2021 

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN 

GEDUNG 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu, penyelenggaraan pelayanan persetujuan 

bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Bupati Bantul Nomor 417 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan 

Gedung, sudah tidak sesuai lagi dan harus dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 417 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Persetujuan Bangunan Gedung; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor ; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN 

BUPATI BANTUL NOMOR 417 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSETUJUAN 

BANGUNAN GEDUNG. 
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KESATU  Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati 

Bantul Nomor 417 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. 

KEDUA  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 

2022. 

 

Ditetapkan di Bantul 

Pada tanggal    22 Juni 2022 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Bantul; 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 


